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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat 

sebagai wujud keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan negara berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945. Partisipasi politik 

dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan 

kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang 

dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (pemilu). Makin 

tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan 

memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat 

partsipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat 

kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. 

Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan 

putih (golput) dalam pemilu. 

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) adalah salah 

satu wujud nyata pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya di 

daerah untuk memilih pemimpinnya secara langsung guna mewujudkan aspirasi 

dan keinginan rakyat. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang 

dilaksanakan secara langsung di Indonesia adalah sebuah konsekuensi dari 

tuntutan demokrasi, agenda reformasi, dan desentralisasi. Setelah munculnya 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka 

pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung 
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dimana sebelum adanya undang-undang tersebut pelaksanaan pemilihan kepala 

daerah dilakukan oleh legislatif.  

Pemilihan langsung kepala daerah (pilkada langsung) merupakan kerangka 

kelembagaan baru dalam rangka mewujudkan proses demokratisasi di daerah. 

Proses ini diharapkan bisa mereduksi secara luas adanya pembajakan kekuasaan 

yang dilakukan oleh partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, pilkada secara langsung juga diharapkan bisa 

menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas lebih tinggi kepada 

rakyat.
1
 

Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), isu primordialisme 

sangat kental digunakan dalam masyarakat. Primordial atau primordialisme 

ditandai dengan adanya kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Primordial 

merupakan suatu istilah yang mengarah kepada suatu ikatan yang terjalin di dalam 

suatu masyarakat yang bersifat keaslian, sebagai contoh seperti kesukuan, 

kekerabatan, keagamaan, dan juga kelompok, atau juga dapat berasal dari sifat 

yang dibawa oleh setiap individu sejak lahir. Biasanya sifat-sifat yang dimiliki 

tersebut akan bersifat tradisional. Primordial akan berubah menjadi suatu 

primordialisme apabila sikap setiap individu atau sikap setiap anggota didalam 

kelompok atau ikatan-ikatan di dalam masyarakat lebih berorientasi terhadap 

kepentingan kelompok itu sendiri dibanding kepentingan diri sendiri. Secara 

umum, primordialisme merupakan suatu pandangan yang memegang teguh segala 

hal yang memang sudah dibawa oleh setiap individu sejak lahir, baik itu tradisi, 

suku, budaya, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang telah ada 
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 Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru,  (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2010),  hlm. 183. 
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dan menetap di dalam lingkungan pertama individu tersebut. Kondisi tersebut 

yang nantinya mengarahkan individu kepada suatu sikap dimana kepentingan 

kelompok lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan pribadinya 

sendiri.
2
 

Cillford Geertz dalam bukunya The Interpretation of Culture (1973), 

menjelaskan bahwa Primordialisme adalah sebagai perasaan yang lahir dari yang 

dianggap ada dalam kehidupan sosial, sebagian besar dari hubungan langsung dan 

hubungan keluarga, tetapi juga meliputi keanggotaan dalam lingkungan 

keagamaan tertentu, bahasa dan dialek serta kebiasaan-kebiasaan sosial. Robuskha 

dan Shepsie (1972) menilai primordialisme merupakan loyalitas yang berlebihan 

terhadap budaya subnasional, di antaranya suku bangsa, agama, ras, kedaerahan, 

dan keluarga. Di satu sisi, sikap primordialisme memiliki fungsi untuk 

melestarikan budaya kelompoknya. Namun, di sisi lain sikap ini dapat membuat 

individu atau kelompok memiliki sikap etnosentrisme, yaitu suatu sikap yang 

cenderung bersifat subyektif dalam memandang budaya orang lain. Mereka akan 

selalu memandang budaya orang lain dari kacamata budayanya. Hal ini terjadi 

karena nilai-nilai yang telah tersosialisasi sejak kecil sudah menjadi nilai yang 

mendarah daging (internalized value) dan sangatlah susah untuk berubah dan 

cenderung dipertahankan bila nilai itu sangat menguntungkan bagi dirinya.
3
 

Karakteristik Pemilihan Kepala Daerah yang bersifat kelokalan sangat 

mempengaruhi preferensi pemilih. Paham primordialisme dan etnosentrisme yang 

tumbuh sangat kuat seringkali menjadi suatu landasan berpikir dalam menentukan 

                                                           
2
 Soewaryo Wangsanegara. Ilmu Sosial Dasar, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1986), hal. 47 
3
 Ibid. 
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para calon pemimpin sehingga menyebabkan suatu kondisi sosial dimana 

masyarakat menjadi terpecah belah.  Pengaruh paham primordialisme dan 

etnosentrisme yang sangat kuat biasanya menjadi faktor yang bisa mempengaruhi 

kedewasaan berpikir masyarakat dalam pemilihan kepala daerah baik itu 

pemilihan Gubernur ataupun Walikota/Bupati. Isu atau tagline yang diangkat 

ketika masa kampanye biasanya terkait asal atau tempat lahir si calon pemimpin 

tersebut sebagai representasi putra daerah, suku asli, pemeluk agama tertentu dan 

identitas lainnya yang berupaya membedakan diri dari pasangan calon lainnya. 

Biasanya masyarakat mudah termakan oleh arus opini yang menyebar di 

lingkungannya ataupun media lainnya. Seperti calon A merupakan putra daerah, 

dan calon B bukanlah putra daerah atau calon A merupakan suku A yang 

mayoritas, dan calon B merupakan suku B yang minoritas, sehingga masyarakat 

awam cenderung memilih calon A yang merupakan putra daerah serta merupakan 

bagian dari suku mayoritas dan mengesampingkan kapabilitas serta kredibilitas si 

calon tersebut dalam memimpin suatu pemerintahan. Pola berpikir dalam memilih 

kepala daerah yang seperti itu kerap kali ditemukan di kota-kota kecil di daerah-

daerah. 

Salah satu contoh yang paling viral dan menjadi perhatian masyarakat 

secara nasional terkait Pilkada dengan isu primordialismenya adalah Pilkada DKI 

Jakarta tahun 2017. Dimana Isu primordialisme yang dimainkan adalah agama 

dan etnis. Ucapan salah satu calon Gubernur DKI Jakarta (Ahok), yang mengutip 

ayat suci Al-quran justru menghidupkan kembali isu primordialisme dalam 

memilih pemimpin di kalangan pemilih Jakarta. Terpelesetnya Ahok dalam surat 

Al Maidah ayat 51 membuat isu agama yang sebelumnya mengendap jadi muncul 
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ke permukaan. Selain itu sisi etnis juga dihembuskan dalam Pilkada DKI Jakarta 

tahun 2017 ini, misalnya terkait dengan Ahok yang merupakan keturunan etnis 

Tionghoa. Hal ini dimanfaatkan oleh calon gubernur tertentu untuk 

mempengaruhi pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Insan Praditya Anugrah (2017) dengan judul 

“Isu Identitas Agama Dan Perilaku Memilih warga : Pelaksanaan Pilkada DKI 

Jakarta Putaran I Tahun 2017 Di Rumah Susun Tanah Abang”, yang menjelaskan 

politik identitas dalam Pilkada DKI Jakarta. Isu identitas dalam Pillgub DKI 

Jakarta 2017 yakni identitas agama Islam. Identitas agama Islam disini 

dimanfaatkan oleh elit politik untuk merugikan calon Gubernur tertentu 

dikarenakan terdapat tafsir surat Al- Maidah ayat 51 untuk tidak memilih 

pemimpin yang bukan muslim. 

Fenomena Pilkada dengan memakai isu politik identitas di atas, tidak 

hanya terjadi pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 saja. Pada Pilkada Sijunjung 

Tahun 2015, politik identitas ini juga dimanfaatkan dalam mempengaruhi 

pemilih. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2015 diikuti oleh 3 

pasangan calon bupati dan wakil bupati (6 orang kandidat). Keenam kandidat 

tersebut yakni pasangan calon nomor urut 1 (Drs. Muchlis Anwar, MSM dan 

Maiyetrinaldi, S.IP), pasangan calon nomor urut 2 (Drs. H. Yuswir Arifin Dt. Indo 

Marajo dan H. Arrival Boy, SH), serta pasangan calon nomor urut 3 (Ashelfine, SH, 

MH dan H. Alpian Kasir). 

Keenam orang kandidat calon bupati dan wakil bupati Sijunjung Tahun 

2015 ini berasal dan mewakili 6 (enam) kecamatan yang berbeda dari 8 (delapan) 

kecamatan yang ada di Kabupaten Sijunjung yaitu Kecamatan Kupitan, 



 

6 

 

Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Kamang Baru, Kecamatan Koto VII, 

Kecamatan Sumpur Kudus, dan Kecamatan Sijunjung. Terdapat 2 (dua) 

kecamatan yang tidak memiliki calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada 

Sijunjung tahun 2015 ini yaitu Kecamatan Tanjung Gadang dan Kecamatan 

Lubuk Tarok.  

Berikut adalah Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Sijunjung Tahun 2015 berdasarkan kecamatan : 

Tabel 1.1  

Perolehan dan Persentase Suara Berdasarkan Kecamatan Pasangan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Sijunjung Tahun 2015  

No. Kecamatan 

Perolehan dan Persentase Suara 

Keterangan 

Drs. Muchlis 

Anwar, 

MSM 

dan 

Maiyetrinaldi

, S.IP 

Drs. H. 

Yuswir 

Arifin Dt. 

Indo Marajo 

dan 

H. Arrival 

Boy, SH 

Ashelfine, 

SH, MH 

dan 

H. Alpian 

Kasir 

1 Kupitan 3.403 

(66,4%) 

1.033 

(20,2%) 

688 

(13,4%) 

Daerah asal 

Drs. Muchlis 

Anwar, MSM 

2 IV Nagari 2.143 

(39%) 

1.516 

(27,7%) 

1.824 

(33,3%) 

Daerah asal 

Maiyetrinaldi, 

S.IP  

3 Kamang Baru 2.774 

(15,3%) 

12.967 

(71,4%) 

2.405 

(13,3%) 

Daerah asal 

Drs. H. 

Yuswir Arifin 

Dt. Indo 

Marajo 

4 Koto VII 4.289 

(34,2%) 

5.551 

(44,2%) 

2.707 

(21,6%) 

Daerah asal H. 

Arrival Boy, 

SH 

5 Sijunjung 3.801 

(20,9%) 

5.129 

(28,2%) 

9.244 

(50,9%) 

Daerah asal 

Ashelfine, SH, 

MH 

6 Sumpur Kudus 2.998 

(28,9%) 

3.065 

(29,6%) 

4.309 

(41,5%) 

Daerah asal H. 

Alpian Kasir 

7 Tanjung 

Gadang 

1.596 

(16,9%) 

5.643 

(59,8%) 

2.192 

(23,3%) 

Tidak 

memiliki calon 

8 Lubuk Tarok 1.282 

(20,2%) 

2.250 

(35,4%) 

2.830 

(44,4%) 

Tidak 

memiliki calon 

  Sumber : Model DB-1 KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung 

Tahun 2015 (KPU Kabupaten Sijunjung) 
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 Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa setiap pasangan 

calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2015 berhasil mendapatkan 

perolehan suara terbanyak di masing-masing daerah asalnya. Pasangan Calon Drs. 

Muchlis Anwar, MSM dan Maiyetrinaldi, S.IP mendapatkan perolehan suara 

terbanyak di Kecamatan Kupitan yang merupakan daerah asal dari calon Bupati 

Drs. Muchlis Anwar, MSM dan Kecamatan IV Nagari yang merupakan daerah 

asal dari calon Wakil Bupati Maiyetrinaldi, S.IP. Pasangan calon Drs. H. Yuswir 

Arifin Dt. Indo Marajo dan H. Arrival Boy, SH  mendapatkan perolehan suara 

terbanyak di kecamatan Kamang Baru, kecamatan Koto VII dan kecamatan 

Tanjung Gadang. Yang mana Kecamatan Kamang Baru merupakan daerah asal 

dari Calon Bupati Drs. H. Yuswir Arifin Dt. Indo Marajo dan kecamatan Koto VII 

adalah daerah asal dari calon Wakil Bupati H. Arrival Boy, SH. Sedangkan 

pasangan calon Ashelfine, SH, MH dan H. Alpian Kasir mendapatkan perolehan 

suara terbanyak di kecamatan Sijunjung, kecamatan Sumpur Kudus dan 

kecamatan Lubuk Tarok. Dimana calon Bupati Ashelfine, SH, MH berasal dari 

kecamatan Sijunjung dan calon Wakil Bupati H. Alpian Kasir berasal dari 

kecamatan Sumpur Kudus. 

Hal ini menunjukkan bahwa isu daerah asal dan putra asli daerah dari 

masing-masing calon masih mempengaruhi pemilih di Kabupaten Sijunjung pada 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2015 dalam menggunakan 

hak pilihnya. Menariknya adalah pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung 

Gadang dan Kecamatan Lubuk Tarok yang tidak memiliki kandidat Calon Bupati 

dan Wakil Bupati, tercacat memiliki angka Golput yang relatif tinggi yaitu 47,5 % 

untuk kecamatan Tanjung Gadang (merupakan kecamatan yang memiliki angka 
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Golput tertinggi di Kabupaten Sijunjung pada Pilkada 2015) dan 39,9 % untuk 

kecamatan Lubuk Tarok. Sementara untuk 6 (enam) kecamatan lain yang 

memiliki calon tercatat memiliki angka Golput yang cenderung lebih rendah. 

Berikut adalah data yang menunjukkan tingkat partisipasi dan golput pada Pilkada 

Kabupaten Sijunjung Tahun 2015. 

Tabel 1.2 

 Tingkat Partisipasi Pemilih dan Golput Berdasarkan Kecamatan Pasangan 

Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Sijunjung Tahun 2015 

No Kecamatan 
Jumlah 

Pemilih 

Partisipasi Pemilih 
Tidak memilih / 

Golput 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

1 IV Nagari 10.151 5.649 55,6 % 4.502 44,4% 

2 Kupitan 8.926 5.276 59,1% 3.650 41,9% 

3 Kamang Baru 29.823 18.618 62,4% 11.205 37,6% 

4 Koto VII 23.689 12.889 54,4% 10.800 45,6% 

5 Tanjung Gadang 18.527 9.728 52,5% 8.799 47,5% 

6 Lubuk Tarok 10.965 6.589 60,1% 4.376 39,9% 

7 Sijunjung 29.914 18.594 62,1% 11.320 37,9% 

8 Sumpur Kudus 17.326 10.656 61,5% 6.670 38,5% 

Jumlah 149.321 87.999 58,46% 61.322 41,54% 

  Sumber : Model DB-1 KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung 

Tahun  2015  (KPU Kabupaten Sijunjung) 

Dari fenomena diatas, dapat disimpulkan Pertama, bahwa politik identitas 

bisa mempengaruhi masyarakat untuk memilih. Kedua, bahwa politik identitas ini 

juga mempengaruhi seseorang untuk tidak memilih. Penelitian ini lebih 

menitikberatkan pada poin kedua karena penelitian-penelitian sebelumnya yang 
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mengaitkan isu primordialisme dengan perilaku memilih telah banyak dilakukan. 

Sedangkan penelitian yang mengaitkan isu primordialisme tersebut dengan 

ketidakhadiran pemilih (Golput) masih sangat jarang dilakukan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Ketidakhadiran pemilih (Golput) dimaknai sebagai protes dalam bentuk 

ketidakhadiran masyarakat ke tempat pemungutan suara atau keengganan 

menggunakan hak suaranya secara baik, atau dengan sengaja menusuk tepat 

dibagian putih kertas suara dengan maksud agar surat suara menjadi tidak sah, dan 

dengan tujuan agar kertas suara tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk 

kepentingan tertentu pula.
4
 Arbi Sanit mengemukakan Perilaku non voting adalah 

refleksi protes atau ketidakpuasan terhadap sistem politik yang sedang berjalan.
5
 

Golput juga dimaknai sebagai prilaku apatisme (jenuh) dengan tema-tema 

pemilihan. Kejenuhan tersebut disebabkan oleh suatu kondisi psikologis 

masyarakat yang hampir tiap tahun mengalami pemilu, pilgub, pilkada dan 

bahkan pilkades. Disisi lain, penyelenggaraan pemilu yang berulang-ulang tak 

juga memberikan banyak hal terkait perbaikan nasib bagi masyarakat. Pada titik 

tertentu rasa jenuh tersebut sampai pada rasa tak peduli apakah dirinya masuk 

dalam daftar pemilih tetap atau tidak sama sekali. Dengan kata lain, golput 

merupakan akumulasi sikap jenuh masyarakat terhadap seputar pemilu baik janji 

politik, money politik dan kekerasan politik dan kondisi-kondisi pasca reformasi 

yang tak kunjung membaik.
6
 

                                                           
4
 Muhammad Asfar, Presiden Golput, (Surabaya: Jawa Pos Press, 2004), hlm 3. 

5
 Arbi Sanit, Aneka Pandangan Fenomena Golput, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), hlm 2 

6
 Soebagio, Implikasi Golongan Putih Terhadap Pembangunan Demokratisasi di Indonesia,  Jurnal 

Makara: Sosial Humaniora, Vol 12 No 2, Desember 2008. 
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Sementara itu Priyatmoko mengartikan golput sebagai keengganan 

masyarakat menggunakan hak pilihnya pada even pemilu baik pemilihan 

legislatif, pemilihan presiden maupun kepala daerah disebabkan rasa kecewanya 

pada sistem politik dan pemilu yang tak banyak memberikan perubahan apapun 

bagi kehidupan masyarakat.
7
 Lain kata, masyarakat dalam taraf ini telah berada 

dalam taraf kesadaran dalam memaknai pemilu. Bahwa setiap tindakan mereka 

dikaitkan dengan pertimbangan asas timbal balik secara seimbang. 

Merujuk dari apa yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Golput ini terjadi juga dipengaruhi oleh isu-isu 

primordialisme yang dimainkan oleh aktor-aktor politik baik kandidatnya, 

ataupun tim suksesnya atau juga partai pengusung kandidat tersebut. Isu 

primordialisme yang sering dimainkan adalah agama, daerah asal, putra asli 

daerah, etnis. Sehingga isu primordialime yang dihembuskan oleh aktor-aktor 

tersebut berujung kepada politik identitas yang mana masyarakat lebih melihat 

identitas dari seorang calon/kandidat tersebut untuk memutuskan pilihannya 

bahkan pilihan untuk tidak memilih (golput).  

Penelitian ini mencoba untuk melihat fenomena primordialisme dalam 

Pilkada Kabupaten Sijunjung tahun 2015. Pada Pilkada Kabupaten Sijunjung 

Tahun 2015 yang lalu menunjukkan bahwa ikatan primordialisme seperti 

sentimen kedaerahan dan politik identitas terjadi dalam mempengaruhi preferensi 

memilih masyarakat termasuk untuk tidak memilih (golput).  

 

                                                           
7
 Priyatmoko, dkk., Sikap Politik dan Afiliasi Orang Tua dan Perilaku Memilih Pemuda Kota 

Surabaya, (Surabaya: Lembaga Peneleitian Unair, 1992), hlm 2. 
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Berdasarkan data-data yang ada seperti telah dijelaskan diatas, penelitian 

ini memunculkan asumsi bahwa Golput ini tinggi karena berkaitan dengan isu 

primordialisme terhadap calon sehingga ketidakmunculan calon mempengaruhi 

pemilih untuk tidak memilih di kecamatan Tanjung Gadang dan Kecamatan 

Lubuk Tarok pada Pilkada Kabupaten Sijunjung Tahun 2015. Adapun yang 

menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

a. Mengapa Primordialisme menguat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Sijunjung Tahun 2015 ? 

b. Apakah ada kaitan tingginya angka Golput di Kecamatan Tanjung Gadang 

dan Kecamatan Lubuk Tarok yang tidak memunculkan calon pada Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2015 ? 

 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk menjelaskan dan menganalisis Primordialisme dalam Pelaksanaan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2015. 

b. Untuk menjelaskan dan menganalisis Apakah ada kaitan tingginya angka 

Golput dengan Ketiadaan Calon yang berasal dari kecamatan Tanjung 

Gadang dan kecamatan Lubuk Tarok. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

a. Secara akademis 

Diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi baik secara langsung 

atau tidak langsung bagi kepustakaan Program Studi Magister Tata Kelola 

Pemilu FISIP Universitas Andalas, serta menjadi alternatif referensi bagi peneliti 

yang tertarik pada kajian kepemiluan di Provinsi Sumatera Barat. 

 

b. Secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada 

stakeholder yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam mengambil 

kebijakan terkait kepemiluan, khususnya dalam aspek partisipasi pemilih 

terutama dalam sosialisasi Pemilu sehingga partisipasi politik masyarakat 

semakin berkualitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


